
 

IR – PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA 
 

 TESIS PENYELESAIAN SENGKETA SEPTIRA 

 
 

ABSTRAK 

  

Penyelesaian sengketa investasi berkaitan dengan fasilitas pertanahan 

khususnya hak atas tanah yang berada di Kuta Mandalika, Kabupaten Lombok 

Tengah dilakukan berdasarkan beberapa penyelesaian, salah satunya penyelesaian 

sengketa investasi berbasis hukum adat. Metode penelitian yang digunakan adalah 

metode penelitian hukum normatif. Pada penelitian ini menjelaskan bahwa tanah 

yang serupa dengan tanah enclave dapat dikategorikan sebagai tanah ulayat atau 

tanah adat, karena tanah enclave masih diatur dengan ketentuan hukum adat 

setempat dan melekat hak komunal dan secara umum dalam pasal 3 Undang-

Undang Nomor 5 Tahun 1960 tetntang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria 

(UUPA) disebut sebagai hak ulayat. Penjelasan mengenai definisi tanah enclave 

pada kasus di pulau Lombok ini yaitu tanah enclave sebagai tanah masyarakat 

adat yang sudah menjadi tanah adat perorangan yg berada di kawasan 

pengembang Kuta Mandalika yaitu PT. Indonesian Tourism Development 

Corporation (ITDC) yang belum di bebaskan untuk pembangunan sirkuit 

motoGP. Pengadaan tanah untuk pembangunan sirkuit MotoGP di Kawasan 

Ekonomi Khusus (KEK) Kuta Mandalika termasuk dalam pengadaan tanah untuk 

kepentingan umum, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 

2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum. 
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ABSTRACT 

 

Settlement of investment disputes related to land facilities, especially land 

rights in Kuta Mandalika, Central Lombok Regency, is carried out based on 

several solutions, one of which is the settlement of investment disputes based on 

customary law. The research method used is normative legal research method. 

This research explains that land similar to enclave land can be categorized as 

ulayat or customary land, because enclave land is still regulated under local 

customary law and is attached to communal rights and in general in Article 3 of 

Law Number 5 Year 1960 regarding Basic Regulations. Agrarian Principles 

(UUPA) are called customary rights. The explanation regarding the definition of 

enclaved land in the case on the island of Lombok is enclaved land as customary 

community land which has become individual customary land in the Kuta 

Mandalika development area, namely PT. Indonesian Tourism Development 

Corporation (ITDC) which has not been released for the construction of the 

MotoGP circuit. Land acquisition for the construction of the MotoGP circuit in 

the Kuta Mandalika Special Economic Zone (KEK) is included in land acquisition 

for public interests, as regulated in Law Number 2 of 2012 concerning Land 

Acquisition for Development for Public Interest. 
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